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BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 53 ‘Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan6.
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun7.
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);
.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang8.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20139.
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021



(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:

. Laporan Realisasi Anggaran;
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

. Laporan Operasional;
. Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

. Catatan atas Laporan Keuangan.

a.

d.
e.
f.

g.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 1.915.979.896.831,94
b. Belanja Rp_1.788.416.862.835,98

Surplus/ defisit Rp (127.563.033.995,96)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Daerah Rp 94.506.944.796,81
- Pengeluaran Daerah Rp 24.948.900.000,00
Pembiayaan Netto Rp 69.558.044.796,81

Pasal 3

Te

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan seyumlah
Rp(55.232.791.670,94) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.860. 747.105.161,00
2. Realisasi Rp_1.915.979.896.831,94

Selisih lebih /(kurang) Rp (55.232.791.670,94)



b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah
Rp141.948.286.122,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.930.365.148.958,00
2. Realisasi Rp_1.788.416.862.835,98

Selisih lebih/(kurang) Rp 141.948.286.122,02

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp
(57.944.990.198,96) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah Perubahan Rp (69.618.043.797,00)
2. Realisasi Rp _(127.563.033.995,96)

Selisih lebih /(kurang) Rp (57.944.990. 198,96)

d. Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Daerah sejumlah
Rp312.461.267,19 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Daerah

setelah Perubahan Rp 94.819.406.064,00
2. Realisasi Rp 94.506.944.796,81

Selisih lebih /(kurang) Rp 312.461.267,19

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Daerah sejumlah
Rp252.462.267,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Daerah

Setelah Perubahan Rp 25.201.362.267,00
2. Realisasi Rp 24.948.900.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 252.462.267,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp59.999.000,19 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto

Setelah Perubahan Rp 69.618.043.797,00
2. Realisasi Rp 69.558.044.796,81

Selisih lebih /(kurang) Rp 59.999.000,19

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufc per 31 Desember Tahun
2021 sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp 5.729.626.331.496,13
b. Jumlah kewajiban Rp 27.050.658. 104,37
c. Jumlah ekuitas dana Rp 5.702.575.673.391,76

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2021
- Saldo Kas di Kas Daerah Rp 94.819.406.063,61

b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp 391.265.339.892,06

c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Rp (263.702.305.896, 10)

d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp (24.948.900.000,00)



e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Kas Daerah

Rp (312.461.266,80)

Rp 27.076.076,00
Rp 186.643.252.239,45

Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:
a.

ge
oO

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

. Lampiran II

Lampiran IU

Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

.Lampiran XIII
. Lampiran XIV :

Lampiran XV
. Lampiran XVI
. Lampiran XVII :

Lampiran XVIII:
Lampiran XIX :

Lampiran XX

LRA terdiri atas:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

k,
1.

Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:

m.
n.
0.

p.
q.

Usaha Miulikt.



Lampiran X1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah;

Lampiran X2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:
a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Rancangan

Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Rancangan Peraturan Daerah
ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG
Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

suai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH USS AGIAN HUKUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,va

SETD

FERRY HENDRA PARYA wits 17 200012 1 002
Or AEN
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.52.A/2022)
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